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 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816). 

    
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN RIAU 
 

Dan 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
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dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau; 

 
5. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Kepulauan Riau beserta 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Kepulauan Riau; 

 
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi 

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, 
dan menyejahterakan masyarakat. 

 
 

BAB II 
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI 

KEWENANGAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didasarkan atas 
kriteria eksternalitas, akuntanbilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan 
keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan.  

 
Pasal 3 

  
(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 

atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : 
a. Pendidikan. 
b. Kesehatan. 
c. Pekerjaan Umum. 
d. Perumahan. 
e. Penataan Ruang. 
f. Perencanaan Pembangunan. 
g. Perhubungan. 
h. Lingkungan Hidup. 
i. Pertanahan. 
j. Kependudukan dan Catatan Sipil. 
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 
m. Sosial. 
n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 
o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
p. Penanaman Modal. 


